SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

a.

BELANJA DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 322 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur menyatakan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310});

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2018 Nomor 118);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menetapkan

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 berupa laporan
keuangan memuat :

a. laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

b.
c. laporan operasional;
d.

laporan perubahan ekuitas;



(2)

€. neraca;
f. laporan arus kas;dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 5.745.271.078.058,41
b. Belanja Rp. 4.651.963.685.227,46
Surplus/(defisit) Rp.1.093.307.392.830,95
c. Pembiayaan Daerah
- Penerimaan Rp. 592.466.109.592,95
- Pengeluaran (Rp. 28.075.000.000,00)
Pembiayaan Netto Rp. 564.391.109.592,95
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 1.657.698.502.423,90
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 812.696.511.710,78

(delapan ratus dua belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima
ratus sebelas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan
rincian sebagai berikut:

1} Anggaran Pendapatan Rp. 4.932.574.566.347,63
2) Realisasi Rp. 5.745.271.078.058,41
Selisih kurang Rp. 812.696.511.710,78

Selisih anggaran dengan realiasasi belanja sejumlah Rp. 842.812.771.109,60
(delapan ratus empat puluh dua milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus
tujuh puluh satu ribu seratus sembilan rupiah enam puluh sen) dengan rincian
sebagai berikut:

1) Anggaran Belanja Rp. 5.494.776.456.337,06

2) Realisasi Rp. 4.651.963.685.227,46
Selisih kurang Rp. 842.812.771.109,60

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/{defisit) sejumlah

Rp. 1.093.307.392.830,95 (satu trilyun sembilan puluh tiga milyar tiga ratus
tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah
sembilan puluh lima sen ) dengan rincian sebagai berikut:

1) (defisit) (Rp 562.201.889.989,43)
2) Realisasi Rp. 1.093.307.392.830,95
Selisih lebih Rp. 1.655.509.282.820,38




d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp. 764.219.603,52 (tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan
belas ribu enam puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) dengan rincian sebagai
berikut:

1} Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 591.701.889.989,43
2) Realisasi Rp. 592.466.109.592.95
Selisih lebih Rp. 764.219.603,52

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 1.425.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 29.500.000.000,00
2) Realisasi Rp. 28.075.000.000,00
Selisih kurang Rp. 1.425.000.000,00

Selisih  anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 2.189.219.603,52 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua
ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga rupiah lima puluh dua sen) dengan
rincian sebagai berikut:

1} Anggaran pembiayaan netto Rp. 562.201.889.989,43
2) Realisasi Rp. 564.391.109.592,95
Selisih lebih Rp. 2.189.219.603,52

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2019 sebagai berikut:

a.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp. 592.466.109.592,95
Tahun Berjalan.

Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 1.657.698.502.423.90

(SILPA/SIKPA)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 1.657.698.502.423,90
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.
b.

Pendapatan - LO Rp. 4.812.268.654.105,93
Beban Rp. 5.538.529.624.136,20
Surplus Defisit- LO (Rp. 726.332.048.380,27)




Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai

berikut:

EKUITAS AWAL

17.074.923.700.718,10

SURPLUS/DEFISIT-LO
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR;
Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya
Koreksi Ekuitas Lainnya
Koreksi Ekuitas Karena PP 18 Tahun 2016
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya
Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Tahun 2017
Kebawah
Koreksi Ekuitas atas Piutang / Penyisihan Piutang

Koreksi Ekuitas atas Kesalahan Pencatatan Investasi

Permanen
Koreksi Ekuitas Karena Permendagri No. 108 Tahun
2016

(726.332.048.380,27)

0,00
984.286.671.059,71
21.748.588.828,08
0,00

490.215.441,20

7.609.229.139,05
(3.387.925.937,50)

5.250.183.770,05

EKUITAS AKHIR

17.364.588.614.638,40

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1} huruf e per 31 Desember

Tahun 2019 sebagai berikut:
Jumlah Aset

Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas

a.
b.

C.
Pasal 8

Rp. 17.858.534.958.420,10
Rp. 493.946.343.781,65
Rp. 17.364.588.614.638,40

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2019

b. Arus Kas dari aktifitas Operasi

c. Arus Kas dari aktifitas Investasi Aset

d. Arus Kas dari aktifitas Pembiayaan

e. Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran

f.  Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2019

Pasal 9

Rp. 593.427.393.401,72
Rp. 2.244.601.167.832,62
(Rp. 1.151.293.775.001,67)
(Rp.  28.075.000.000,00)
(Rp. 245.118.335,50)
Rp. 1.658.414.667.897,17

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan,



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah

ini, terdiri dari:

Lampiran I

Lampiran .1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran L5

Lampiran i1
Lampiran 111
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VIiI
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV

Laporan Realisasi Anggaran,;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan
Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk
Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai PNS berdasarkan esselon dan non
esselon;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

[.aporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.

Pagal 11

Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Menetapkan

(1)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1I di Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35387}, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2018 Nomor 118});

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2019,

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 berupa laporan
keuangan memuat :

a.

b
C.
d

laporan realisasi anggaran,;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;
laporan operasional;

laporan perubahan ekuitas;



(2)

€. neraca;
f.  laporan arus kas;dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /
Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1} huruf a
Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 5.745.271.078.058,41
b. Belanja Rp. 4.651.963.685.227,46
Surplus/(defisit) Rp.1.093.307.392.830,95
c. Pembiayaan Daerah
- Penerimaan Rp. 592.466.109.592,95
- Pengeluaran {Rp. 28.075.000.000,00)
Pembiayaan Netto Rp. 564.391.109.592,95
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 1.657.698.502.423,90
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 812.696.511.710,78

(delapan ratus dua belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima
ratus sebelas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan
rincian sebagai berikut:

1) Anggaran Pendapatan Rp. 4.932.574.566.347,63
2) Realisasi Rp. 5.745.271.078.058,41
Selisih kurang Rp. 812.696.511.710,78

Selisih anggaran dengan realiasasi belanja sejumlah Rp. 842.812.771.109,60
(delapan ratus empat puluh dua milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus
tujuh puluh satu ribu seratus sembilan rupiah enam puluh sen) dengan rincian
sebagai berikut:

1} Anggaran Belanja Rp. 5.494.776.456.337,06

2) Realisasi Rp. 4.651.963.685.227,46
Selisih kurang Rp. 842.812.771.109,60

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah

Rp. 1.093.307.392.830,95 (satu trilyun sembilan puluh tiga milyar tiga ratus
tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah
sembilan puluh lima sen } dengan rincian sebagai berikut:

1) (defisit) (Rp 562.201.889.989,43)
2) Realisasi Rp. 1.093.307.392.830.,95
Selisih lebih Rp. 1.655.509.282.820,38




d.

Selisih  anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 764.219.603,52 (tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan
belas ribu enam puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) dengan rincian sebagai
berikut:

1) Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 591.701.889.989,43
2) Realisasi Rp. 592.466.109.592,95
Selisih lebih Rp. 764.219.603,52

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 1.425.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 29.500.000.000,00
2) Realisasi Rp. 28.075.000.000,00
Selisih kurang Rp. 1.425.000.000,00

Selisih anggaran  dengan  realisasi pembiayaan  netto sejumlah
Rp. 2.189.219.603,52 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua
ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga rupiah lima puluh dua sen) dengan
rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pembiayaan netto Rp. 562.201.889,989,43
2) Realisasi Rp. 564.391.109.592,95
Selisih lebih Rp. 2.189.219.603,52

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2019 sebagai berikut:

a.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp. 592.466.109.592,95
Tahun Berjalan.

Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 1.657.698.502.423,90

(SILPA/SIKPA)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 1.657.698.502.423,90
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.
b.

Pendapatan — LO Rp. 4.812.268.654.105,93
Beban Rp. 5.538.529.624.136,20
Surplus Defisit- LO (Rp.  726.332.048.380,27)




Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 avat (1) huruf d
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai
berikut:

EKUITAS AWAL 17.074.923.700.718,10

SURPLUS/DEFISIT-LO (726.332.048.380,27)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Koreksi Nilai Persediaan 0,00

Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya 984.286.671.059,71

Koreksi Ekuitas Lainnya 21.748.588.828,08

Koreksi Ekuitas Karena PP 18 Tahun 2016 0,00

Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya

Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Tahun 2017 490.215.441,20

Kebawah

Koreksi Ekuitas atas Piutang / Penyisihan Piutang 7.609.229.139,05

Koreksi Ekuitas atas Kesalahan Pencatatan Investasi (3.387.925.937,50)

Permanen

Izigli%km Ekuitas Karena Permendagri No. 108 Tahun 5.250.183.770,05
EKUITAS AKHIR 17.364.588.614.638,40

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember
Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 17.858.534.958.420,10

b. Jumlah Kewajiban Rp. 493.946.343.781,65

c. Jumlah Ekuitas Rp. 17.364.588.614.638,40
Pasat 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2019 Rp. 593.427.393.401,72
b. Arus Kas dari aktifitas Operasi Rp. 2.244.601.167.832,62
c. Arus Kas dari aktifitas Investasi Aset (Rp. 1.151.293.775.001,67)
d. Arus Kas dari aktifitas Pembiayaan (Rp. 28.075.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran (Rp. 245.118.335,50)
f.  Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2019 Rp. 1.658.414.667.897,17

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah

ini, terdiri dari;

Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

Lampiran 11
Lampiran Ii]
Lampiran [V
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan
Pemerintah Daecrah dan Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk
Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai PNS berdasarkan esselon dan non
esselon;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah,

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi} Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd
SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 130

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46/2/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
KepalayBagian Hukum

PURNAMO, SH
NIP. 197806@{ 200212 1 002




